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PENGANTAR

Berbagai krisis yang melanda bangsa Indonesia, seperti krists
meneter, ekonomi, sosial dan krisls kepemimpinan, masth belum
berakhir. Hal tersebut ditandai dengan masih belum pulihnya kondisi
perekonomian Indonesia, belum berakhimya konflik sosial yang
terjmdi di beberapa daerah, dan belum redanya ketegangan yang
terjadi di kalangan elite politik, terutama antara pihak ekselutif
dengan legislatif, Berbagal analisa dan aliematif solusi vang dapat
mengakhin krisis multi dimensi tersebut sangat diperiukan. Sejumlah
artikel yang dimuat pada edisl kali ini berkaitan dengan permasalahan
yang dikemukakan di atas.

Tekanan lerthadap rupiah sebagal salah satu indikasi masih
beslanjutnya krisis moneter, selain disebabkan oleh faktor politik,
juga dipicu oleh hegiatan spebulan, balk yang berasal dari luar
maupun dar dalam negeri sendin. Salah sahi solusi vang ditawarkan
oleh Mulya E. Siregar untuk mengatasi kegiatan spekulan tersebut
adalah dengan mengadopsi sistem ekonomi lslam yang tidak
berdasarkan mekanisme burga yang hal tersebut dapat memperkecil
kegiatan spekulan mata uang,

Dalam bidang sosial, konflik yang terjadi di antaranya adalah
antara sesama masyarakat Malulu yang berbeda agama. Kehidupan
masyarakat Maluku pade mulanya adalah rukun dan damal
meskipun meteka menganul agama yang berbeda. Hondisi yang
cubup harmonis tersebui lelah berlangsung dalam wakiu yang
relatif lama, sehingga sering dijadikan contoh bagi kerukunan antar
umat beragama (lslam dan Kristen) dif Indonesia. Akan tetapi, dengan
munculnya krisis moneter yang berlanjut dengan lerjadinya suksesi
kepemimpinan nasional yang ditandai dengan munculnya era
reformasi dan demokratisasi, menyebabkan lonogamya kentrol
kekuasaan pusat terhadap daserah. Hondisi tersebut di antaranys
memicy sejumlah konflik di daerah seperti konflik berdarah yang
terjadi i Malulu. Analisis terhadap konflik sosial vang terjadi di
Maluku tersebut seria interpretasi iethadap perpecahan yang melanda

dan menyengsarakan masyarakal Muslim dan Kristen di sana
dikemukakan oleh Harel Steenbrink.

Demohratisasi dalam peryelenggaraan pemerintahan sebagal
salah satu tuntutan reformasi ternyata disikapi secara bervariasi di
kalangan elite polith dan sejumlah organisasi massa termasuk
crgankas) massa keagamaan vang ada, Ulasan tentang dermokratisasi



dalam perspektif klam merupakan kajian vang menarik untub
dicermati melatui artikel yang ditulis obeh Mubammad Igbal,

Selain iu. disuguhkan pula dalam edisi kali ini analisis tethadap
perkembangan dan dinamika pendidikan serta hal-hal lain yang
berhubungan dengan media pengembangan pendidikan, yang di
antaranya menyangkut pendidikan nasional di era global, pondok
pesantren menghadapi milleniom ketiga, khazanah klasik tentang
etika akademis, interaksi pesadsban lam dengan kebudavaan Cina,
kepemimptnan wanita: perspeltil llam antara aktual dan potensial,
intermet dan kaitannua dengan pengembanoan perpusiakaan, serla
larangan spekulast (gharar dalam kode sipil negara-negara Arab,

Selamat Membaca!
Penvuniing
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Larangan Spekulasi (Gharar) dalam Kode Sipil
Negara-negara Arab: Suatu Analisa
Sejarah Sosial - Ekonomi

Mhd. Syahnan

Abstrak

Tulisan mi menganalisis bagumana pengaruh faldor-faldor relgius
dan sosial ekomomi tethadap hukum lslam lentang pelarangan gharar
dalam Kode Sipil negara-negara Arab pada era modem.

[Desakan kuat untubk meneraphan ajaran-ajaran lslam ke dalam
Kode Sipil Arab merupakan fenomena bam  dalam perkembangan
hukurm di kawasan negara-negara teluk. Gejala vang mengemuka
pada awal tahun 80-an ini berupava mengislamisasi hubum vang
ada, dan hampir seluruh negara telah mempertimbangkan kembali
pinjaman unsur asing atau “Yoreign borrowing ™. Dalam kasus tertentu
reflels peninpauan ulang terdapat pada dua aspek vaitu; amandemen
terhadap konstitusi, dan amandemen atau pengundangan Hode
Sipil yang baru dengan penekanan pada hulam lslam,

Proses reformulasi terhadap interprestasi gharar dalam Kode Sipil
terangkum paling tidak dalam tiga poin: 1. Penghajian ulang terhadap
syarat-syaral terentu suatu hontrak vang sah, 2. Pengendoran
terhadap batasan-batasan terfentu vang ditetapkan oleh hukum
klasik. khusus yang berkaitan dengan penambahan persyaratan
kontrak, dan 3. Interpretasi gharar dalam wacana jurisprudensi dan
legislasi modern merupakan akibat dari desakan faktor sosial dan
ehonomi-poditik di satu sisi, dan jaminan terciplanya suatu etika
bisnis yang f&air namun letap lsdami dalam setiap transaksi pada sisi
lain.

A. Pendahuluan

Pambahasan tentang unsur ghararatau spekulasi dalam wacana
legislasi thodemn dan jurisprudensi kontemporer sangat berbeda
dengan pembahasan dalam hulum kasik, karena perkembangannya
merupakan reaksi terhadap progresi di bidang politik, ekonomi dan
norma-norma sosial yang terjadi di belahan negara-negara Islam
khususnya setelah masa kemunduran kerajaan Usmani pada awal
abad XX,



Larangan Gharar di Negara Amb (Mbd Siabnan) 169

Tuntutan tevhadap pelaksansan aturan-aturan lslam ke dalam
Kode Sipil Arab adalah fenomena baru dalam perkembangan
hukum negara-negara Arab. Kebangkitan kembali Syari'ah ini mulal
terjadi pada awal tahun 80-an, Dalatm era ini terjadi desakan kuat
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mamhhdnlunhtﬂumhhn_ﬁnm alumdnﬂn inilah yang

keputusan semena-mena dalam kasus vang berkaitan dengan syari’ah
dan merujubnyapun lebih mudah, karena hakim-hakim
Nizamjypah yang baru didirikan pada waktu itu tidak ada yang ahli
dalam hubum lslam.?

yang sangal jauh terhadap perkembangan hukum ldam dalam
kunun wakiu vang berikutnya. Di Mesir, sekalipun Majiallah secara
resmi tidak pemah diadopsi sebagai hulam, namun kodifikasi ini
selalu menjadi rujubkan bﬂ;pﬁhﬁlﬂ baik di alMahakim al

Rujukan lain disamping Magallsh, dalam pertimbangan pasal-pasal
Kode Sipil negara-negara ini, adalah buku manual lentang hukum
obligasi lslam vang dihimpun oleh Muhammad Qadri Pasha vang
disebut Murshid al-Hyran. Pengaruh Majallah masih tetap signifilkan
sanl ind di negar-negara Arab sehagal nijukan dasar apabila muncul
I;mplmdmytrmalmmrrmm penyelesaian secara hubkum
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Mesic pada awal abad 20-an.® Kelihatannya, alasan vang melatar-
belakangi gerakan ini adalah sikap regim barnu Repoblik Turki yang
berkenpnan untuk menghapuskan senua hukum vang berkaitan
dengan Islam dan kemginan keras meseka wniuk mengadopst cara
hidup Barat bukan hanya dalam bidang hukurm akan tetapi juga
dilam seluruh aspek kehidupan sosial, Sebaliknya Mesir tetap
mampertahankan status quo perundang undangan sehalumnga dan
batlaku sensitif terhaclap segala pertanyaan yang menyangkul agama
Istaen ® Alkan tefapi penerapannya di luar wilayahnya berkelanjutan
hingga digantikan olih Kode Sipil nasional vang baru dundangkan
pada masing-masing negara

C. Pelarangan (frarar Dalam Kode Sipil

[ralam rangka menjarmin ferciptanya suatu etika hisnin yang fae
dlalam setiap transaks: dan entuk memprotekst kaum gang lemah
o ahsploitash orang yvang keat, hokum syasi'st menstagiban suahi
PETINSID LTI vang Mengatur agar setiap transaks hamos terhindan
dan ketidakpastian. spelolas: dan resiko fofard

Dialam konteks umiim, pata fisgaha sepakial balias dalam stinii
transaks apahila syarat. sparat pokok kontrak tdal dapat dijelasling
ik yang berhubungan dengan perdimbangan ataupun objel, pam
pikak menanggung reske yang sangat berarl Jenls realko lersebil
liclak dapat diterima dan mengarah pada spekulatil dengan elil ol
seperti tersebut oi atas dilarang berdasarkan adanya unain el
dan gharar dan sebagal korseluensinga, kontak dalaim Kabago
wi adalah batal dan tidak sah ®

Untub menghindan gharar, ketentuan syan‘ah jugs mansiaplon
urtuk memelaskan seqgala detall perttimbangan, tanggal pemlssyanmn
apakah kontrak dengan pernbayaran tangguby, jumilah nilsl fikar
atau komditi; indenifikasi otek, kualitas dan luantitesnya; langgal
penyerahan, apakah kentrak jual saham, dan segala yang
dengan perincian pokok-pokok kontrak harus disepakatl disntars
pasa pihak peda saat terjadmsga kontrak * Akan tetapd dalam talaran
realiias, tidak semua dmuwan mvuslim yang tdak mengapresias
tuniutan dan desakan pralds. Dalam kontrak objek baru adas di masa
akian datang, misalnya Ibnu Buyd dan mazhab Maliki mengemulkakan
bahwa dalam kasuy darurat dan apabila ada kepastian kejadian
ofijek i masa akan datang, maka kontrak tersebul adalah sah,
seperts apabila selama satu musim panen buah terus diprodubsi
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secara berturut-turut dan berkesinambungan, maka hontrak jual
beli dari keseluruhan panen adalah sah."

Selanjutrya bn Qayyim  al-lawzyyah mencela kerancauan
pemahaman antara ‘barang yang tidak eksis’ dan “ketidakpastian®
vang menimbullkan keraguan eksisnya benda tersebut dimasa akan
datang, la menehankan bahwa apa yang dikutuk syari’ah bukanlah
karena ‘tidak atau belum eksis' akan tetapl 'ketidak pastian.'

Gagasan dari fugaha seperti yang dikemukakan di atas hanya
menutup peluang adamya deadlock akan letapi juga sekaligus
memberikan inspirasi bagi para kaum inteligensia dan pembuat
hukum di negara Arab konternparer untuk menjadikan gagasan ini
sebagai preseden dalam Kode Sipil. Sekalipun ilustrasi penanganan
gharar dalam Kode Sipil berikut ini terdiri dari berbagai negara,
pada perinsipnya apa vang mercka lakukan adalah merupakan
pengembangan dari model yang telah dirintis oleh Hode Sipil
Mesir, antara lain :

- Kode Sipil Irak tahun 1951, pasal 129 ayat 1, berbunyi : Objek
suatu obligasi boleh jadi tidak (belum) eksis pada wakiu
pelaksanaan akad, asalkan keberadaannya di masa yang akan
datang dimungkinkan dan apabila dipastikan dengan cara yang
menghilanghkan ketidakiahuan fjah!) dan resiko (gharar/.

= Qatar mengikuti langkah ini, sebagaimana yang tertuang dalam
Hubum Sipil dan Homersial tahun 1971 pasal 33.

- Kode Sipdl Jordania tahun 1976 pasal 160 ayat 1, berisi peraturan
yang sama dengan Qatar, Akan tetapi dalam pasal berikutnya
(161} gharar disetarakan dengan ketidaktahuan yang tinggi
Dalam nota penjelasan Kode Sipil Jordania halaman 155
dijelaskan bahwa menurut mazhab Hanafi ‘keberadaan’ objek
suatu kontrak merupakan prasyarat pada saat kontrak tersebut
seperti sewa menyewa (jarah), jual beli dengan pembayaran di
muka dan penyerahan di masa akan datang (salyn)dan pesanan
pembuatan fistishna .

- Para pembuat hukum modemn Kuwait juga mengikuti langkah
yang sama sebagaimana yang tercermin dalam Kode Sipil tahun
1980 pasal 168,

Adapun penjelasan dalam Magaliah sebagal awal legislasi modem
hukum lsdam pasal 207 menyataban babwa jual bell buah-buahan
vang bendanya tidak ada dianggep sah. Pasal ini didasarkan
kepada pendapat Muhammad al-Syaibani, berbeda dengan pendapat
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mayoritas ulama mazhab Hanafi” Preferensi terhadap pendapat
minofitas ini berdasarkan perimbangan bahwa gagasan-gagasan
tersebut jauh lebih sesuai dengan kebutuhan komersial saat ini,
Sebagal konselwensi loglsnya, peraturan-peraturan vang lerdapal
dalam Majaliah akan bisa dipraltekhan dan sesuai dengan ketentuan
modem, yang merupakan fujuan utama vang harus dicapai oleh
Majallahy Pemilihan pendapat-pendapat yang lebih tepat dari
fugaha Hanafi untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman
sebenamya menupakan suatu cara pragmafis vang belakangan ini
wnng sekali digunakan oleh para modemis untuk mengadalan
pembaharsan hukum islam dalam periode alhir abad modem, ™

Dalam pelataran praktis, setelah Tbnu Qayvim, Sanhuri dan
sejumlah pembuat hukum di dunta Arab, kontrak-kontrak yang
berhubungan dengan masa yang akan datang dianggap sah
apabila tidak mengandung unsur material ketidakpastian, resiko
atau spehulasi.

Proses reformulasi terthadap interpretasi gharar dalam Hode
Sipil tersebut di atas bisa disimpulkan paling tidak dalam tiga poin
beerilout imi :

Fertama, pengkajian ulang terhadap syarat-syaral terlentu sustu
kontrak yang sah, yaitu persyaratan bahwa objek sesuatu yang
ahan diadakan harus jelas dan bendanya dan jelas spesifikasinga.
Pemahaman dari barang yang belum ada yang dipahami secara
harfiah dalam hukum tradisional, direduksi kepada suatu kondisi
dimana tidak mungkin untuk melaksanalan perjanjian kontrak
tersebut. Dampak yang paling signifikan dari peninjounan ulang ini
melegalisas kontrak-kontrak objek ke depan. Kontrak lersebul
dibenarkan sebagai suatu peraturan yang berdin sendiri dan bukan
lagi dianggap sebagai pengecualian, Persvaratan spesifikasi suatu
benda atau objek vang sangatl ketat direduksi menjadi persyaratan
vang lebih moderat. Selama bisa ditunjukkan adanya indikasi
perincian suatu objek, kontrak tersebut tidak bisa dibatalian karena
alasan tidak adanya spesifikasi. Peninjauan ulang point tersebut
dlsetujui cleh ulama tracisional mualim karena justiflosings diternuben
dalam figh.

Kedua, pengendoran terthadap batasan-batasan terteniu yang
ditetapkan oleh hukum klasik, khusus vang berkaitan dengan
penambahan persyaratan kontrak. Syarat-syarat atau modifikasi
terhadap pokek-pokok suatu kontrak bisa dibuat selama mendapat
kesepakatan diantara pihak-pihak yang terlibat, dan selama tidak
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melanggar peraturan seperti ketertiban umum, moralitas dan lain-
lain. kin terhadap kontrak tentang batas wakiu yang disepakati
merupakan refleksi prinsip paling pokok falsafah Baral tentang
mmmmmﬁhmnnw
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Dengan demikian pasal Kade Sipll Mesr tersebut tidak bisa
dinyatakan Gdak konstitusional '

Mengingat bahwa Mesir adalab negara vang paling moderat
dan demokratis di kawasan Timur Tengah, perkembangan ind cukup
hertentangan asas, karena negara Arab lainnya, dalam undang-
undang mereka, hanya menetapkan babwa prinsip-prinsip syart'ah
sebagal suatu sumber utama hubum, Satu-satunya negara Arab
vang tampaknya mengikuti jejak Mesir dalam hal ini adalah Qatar,
dimana konstitusi 1972 negara ini menetapkan bahwa syari'ah
adalah sumber utama hukum." Akan tetapi bukan tidak munghin
perubaban posisi akan terjadi kedepan. Di Kuwail telah terjadi
upaya yang sia-sia dari tahun 1973-1984, untuk mengamendemen
pasal 2 Konstitusi Kuwait untuk menjadikan syari'ah sebagai satu-
satunya sumber legislasi 7 Sementara Dewan Koperasi Teluk dalam
pertemuannya pada tahun 1984, dalam menvikapi tebanan kembali
ke span'ah, sepakal untuk membentuk suatu komite inteligensia
muslim yang tugas utamanya adalah menjadi bagaimana meng-
adaptasikan hukum-hukum yang ada hukum syari‘ah, *®

Pengundangan sefumlab Kode Sipll Baru pada tahun 80-an
juga telah menunjukkan ketegasan sikap vang huat terhadap hubum
sivan’ah. Sebagai contoh Kode Sipil Kuwait tahun 1980, Kode Sipil
dan Komersial 1982 dan Kode Transaksi Sipil Uni Emirat Arab
1985 sarat dengan unsur-unsur terkuatl hukum lslam vang permah
ada, dalam sejarah perkembangan Kode lslam Arab. Keseluruhan
Kode ini melarang prakick nba dan gharar dalam transakal-transalai
sipil, " Lebih jauh, di Mesit juga ada upaya-upaya uniuk mengganti
Kode Sipil Mesir uniuk menyesuaikan dengan hukum lslam, Suatu
rancangan Undang-undang Hode Sipll baru dibuat di Mesit pada
tabun 1982

Kaode Sipl baru im sekallpun dirancang berdasarkan  hukum
syar'ah, sebenamya aturan vang diambll dan Kode Sipil Mesir
tampakmya lebih dominan, Secara faktual, penjelasan dar rancangan
undang-undang tersebut dalam banyak hal mendukung aturan-
aturan Kode Sipil Mesir sebagal sejalan dengan hulum ldam.”
Satu-satunya agpek vang konsisten dan dbalf undang-undang tersebut
adalah menyangkut tentang persoalan riba, Dalam draff tersebut
dinyatakan babwa, “suatu persefujuan dengan pembayaran bunga
adalah batal”. Akan tetapl karena alasan teknis rancangan undang-
undang ini tidak pemah dibuat menjadi hubum di Mes ™
Demikianlah trend sekarang ini di negarm-negara Arab dalam
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memperteqgas sikap untuk memperimbangkan peran syari’ah dalam
hukum kentrak dan obligasi, vang kecenderungan ini tampaknya
terwujud secara signifikan.

E. Penutup

Diari uraian di atas terlihal bahwa sebenamya telah terjadi proses
reflommulas lerthadap pengertian gharar di era modemn sehagimana
yang direfleksilan cleh peraturan-peraturan tentang transaks dalam
Kode Sipll negara-negara Arab. Proses reformulas yang diternpuh
adakalanya dengan a) mengadakan pengkajian ulang terthadap
syarat-syarat terleniu suatu konirak yang sah, b) pengendoran atau
hukum klasik, dan c) memberikan konsesi bagi kontrak-kontrak
tertenitu, seperti asuransi, penjualan saham dan lain-lain.

Secara umum, apa vang dikemukakan di atas dapal diterima
difinjaw: dari prinsip-perinsip  hukum  [slam, selama tidak ada
pelanggaran yang mencolok. Kebijaksanaaan inl merupakan alat
vang sesuai yang dikemukakan oleh kaum modemis  untuk
membenarkan kontrak tersebut di atas. Membuat suatu batasan
apa yang dianggap pelanggaran mencolok terhadap  syari'ah
dalam subjel vang diperdebatkan adalah suatu yang hampir tidak
mungkin, Hal ini berdasarkan perfimbangan bahwa apa vang
dianggap pelanggaran terhadap syari'ah bagl fngahe terientu,
mungkin saja bukan pelanggaman bagi fugaha yang lain, Bahkan
aturan vang paling jelas dan Al-Qur'an sekalipun tentang
pelanggaran sba menjadi perdebatan di kalangan ulama® seperti
seperti gharar. Sehubungan dengan peranyaan dibenarkan oharar
juga adalah masalah yang dipertentangkan oleh ulama. Dengan
chernikian tidak bisa dikatakan dilarangrya karena melanggar hukum
syari'ah,

Secara faktual heluatan politik mempunyal otoritas  untuk
membuat peraturan hukum demi kepentingan umum berdasarkan
prinsip sivava. Dengan demikian, hal-hal vang menjadi perdebatan
tentang hukum akan terselesailan manakala telah ada
terhadap aturan fersebut. Oleh karena kodifikasi Kode-kode Sipil
MNegara-negara Arab diundangkan melalui oloritas-otoritas politih
tentang bufit-butir hukum yang menjadi perdebatan, peraturan-
peraturan yang terdapat dalam Kode Sipil tersebut tidak biea lagi
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dituduh  berentangan  dengan Syari’ah  kecuali apabila bisa
ditunjubikan dan dibuktikan telah terjadi pelanggaran

Alan tetapi kebuatan-kekeuatan politib, betapapun kuatnya, tidak
akan bisa mendiamban resistensd populer dani kalangan masyarakat
muslim tradisional yang menilai tuntulan kaum medemis untuk
meteformulasl hukum sejalan dengan garis-garis kemoderenan
mernugikan «doritas hubum syan'ah, Lebih dari i kebencian terhadap
nilai dan budaya Baral vang tertanam dalam pikivan masyarakat
muslim, tampaknya menipakan alasan utama penclakan inl. Pada
tahun S0.an tunian kembali ke syari'ah mencapai puncaknya
Menyadan balwa mereka berada dalam posisi defensif, otontas
politik memulal program-pragram yang ldami, seperti amandemaen
terhadap konstitusi. Mereka memberikan instrubs untuk menyabinkan
pengundancgan hubum bar sesuai dengan bukum syasi'ah. Langhah
wang lebih nyata adalah pendinan lembaga-lembaga keuangan
yang choperasikan berdasarkan prinsip syari'ah

Helihatanmya tidak berlebihan untuk menilai balnwea perkembangan
terakhir gerakan kembali ke syari'ah di kawasan Timur Tengah, tidak
jauh berbeda dengan kegemilangan orodoksi terhadap laum
Mu'tazilah dalam priode akhir kekuasaan Abbasiah, Dengan demikian,
bagaimana tuntutan kaum modemis dilaksanakan oleh oloritas
politk pada awal abad XX dan kebangkitan unsur-unsur tradisional
syan ah dalam dekade terakhir ini merupakan fenomena sejarah,
terulang kembali dalam gulivan wakiu, Wallahea lam,
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